PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

Mengingat

. bahwa dari hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Banjarmasin pada tanggal 31 Juli 2024 yang
tertuang dalam Berita Acara Nomor
100.3/5/KUM/VII/2024 dan 100.3.2/5/DPRD/VII/2024.
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Banjarmasin tahun 2025-2045 telah disetujui bersama olel
Walikota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin;

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Dewar

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1
Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Banjarmasin, Rancangan Peraturan Daerat
yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD
kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturar
Daerah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tangga’
persetujuan bersama;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapar

Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat I d:
Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negarzs
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangar

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negarzs
Nomor 4286) ;



. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara . (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); '
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6396);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarar:
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
T57);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangar
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintak



Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan
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12.

13,

14.

15.

16.

17.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Takun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7. Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2023 Nomor 14);

19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Berita
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 14).

—

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarmasin, hari Rabu tanggal 31 Juli 2024;

2. Berita Acara Nomor 100.3/5/KUM/VII/2024 dan
100.3.2/5/DPRD/VII/2024 tentang Persetujuan Bersama
Walikota Banjarmasin dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Banjarmasin tentang Penetapan Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun
2025-2045.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

BANJARMASIN TENTANG -~ PERSETUJUAN PENETAPAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2025-2045.

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin bersama

dengan Walikota Banjarmasin telah menyetujui terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin.

: Segala biaya pengeluaran akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal | Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
RMASIN




